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MOTTO 
“Peace cannot be achieved trough violence, it can only be attained trough 
understanding” 
“Perdamaian tidak dapat dicapai melalui kekerasan,  
itu hanya dapat dicapai melalui pemahaman”. 
 (Ralph Waldo Emerson) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas Syari‟ah 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan Bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 
b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan  
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z\ Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
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bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ...‟.... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء Hamzah ...‟.... Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
 Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 ةتك Kataba 
2 سكذ Z|ukira 
3 ةهري Yaz|habu 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka translierasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ي ........أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ..........أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Haula 
 
3. Maddah  
 Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي .......أ Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي ........أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas  
و .........أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
 Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta 
Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-at}fa>l raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T}alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اىّتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala  
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6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا . 
namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubugkan dengan kata sambung. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
 Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala  
2. نورخأت ta‟khuduna 
3. ؤىنا An-Nau‟u 
 
8. Huruf Kapital 
 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
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EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. لىسز لاإ دمحم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. هيمناعنا بز الله دمحنا Al-hamdu lillahi rabbil‟a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
 Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan denga kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka peulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
 Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab  Transliterasi  
1. هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n  
2. ناصيمناو ميكنا اىفوأف Fa aufu> al-Kila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
Ahmad Aziz Nurrudin, NIM: 132121008, “Pelaksanaan Mediasi dalam 
Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2016 (Studi  Kasus di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2017).” 
 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan 
instrument efektif untuk mengurangi penumpukan perkara. Pengadilan Agama Boyolali 
merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia. Pada saat persidangan 
yang pertama mejalis hakim harus mengupayakan perdamaian, tidak mengupayakan 
perdamaian menurut Pasal 130 HIR/ 154 RBg putusan batal demi hukum. Data perkara 
yang masuk pada tahun 2016 kususnya perkara perceraian sebanyak 1.829 perkara. 
Banyaknya perkara yang masuk tidak ada perkara yang berhasil mencapai kesepakatan 
perdamaian. 
 Penelitian ini, membahas tentang bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan 
dan apakah yang menjadi faktor ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama 
Boyolali. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor 
ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Boyolali. 
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan 
kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis Miles and 
Huberman. 
Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama 
Boyolali banyak ditemukan ketidaksesuaian antara teori dengan praktek. Seperti 
pelaksanaan mediasi dilakukan di ruang hakim. Perkara yang sudah dimediasi pada 
bulan Januari-Agustus 2017 sebanyak 1.125 perkara. Semua perkara yang telah 
dimediasi, tidak ada mediasi yang berhasil. Karena banyaknya kendala-kendala yang 
muncul dari para pihak dan mediatornya. Yang menjadi faktor ketidakberhasilan 
mediasi di Pengadilan Agama Boyolali adalah salah satu pihak tidak hadir, tidak 
beriktikad baik, hakim mediator kurang terampil, dan ruang mediasi tidak tertutup. 
 
Kata Kunci: Perceraian, Perkara, Mediasi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, 
dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Dalam 
hukum dapat dikaji dari berbagai macam, hukum dilihat dari sumbernya itu 
ada dua, yaitu sumber hukum perdata materil dan sumber hukum perdata 
formil. Sumber hukum perdata materiil, pada umumnya, berada dalam 
kekuasaan masing-masing individu yang melakukan hubungan keperdataan 
tanpa melalui pejabat atau instansi yang berwenang. Akan tetapi sering terjadi, 
bahwa hukum perdata materiil itu dilanggar. Sehingga ada pihak yang 
dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan didalam 
masyarakat. Dalam hal ini, maka hukum perdata materiil yang telah dilanggar 
itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan juga melalui suatu sistem 
penegakan hukum yang ditetapkan pula oleh hukum.
1
 
Hukum perdata materiil lazimnya disebut hukum perdata saja, 
sedangkan hukum perdata formal lazimnya disebut hukum acara perdata.
2
 
Hukum acara perdata dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang mengatur 
tentang bagaimana beracara di depan persidangan pengadilan.
3
 Dengan 
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perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar 
hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil mengandung 
sanksi yang sifatnya memaksa.
4
 Definisi lebih konkretnya, bahwa hukum 
acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mengajukan 
tuntutan hak, menerima serta memutuskan dan melaksanakan dari pada 
putusannya.
5
 
Proses beracara secara perdata dapat dilakukan di Pengadilan Agama 
dan Pengadilan Negeri. Untuk Pengadilan Agama menangani masalah perdata 
yang umumnya dilakukan oleh umat Islam. Sebagaiamana dijelaskan dalam 
UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan tentang wewenang 
Peradilan Agama meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 
infaq, shadaqah, dan ekonomi syari‟ah. Dalam penelitian ini penulis fokus 
pada perkara perceraian.
6
  Putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena 
beberapa alasan, di dalam KHI Pasal 116  yang berbunyi: 
1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain  dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain diluar kemampuannya; 
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 
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4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain; 
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat    
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 
6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga; 
7. suami melanggar taklik talak; 
8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak akuran 
dalam rumah tangga.
7
 
 
Dari beberapa alasan tersebut suami atau istri boleh mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau 
istri dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam KHI Pasal 129, 130 dan 
131. Tujuan penyelesaian dibawa ke Pengadilan Agama adalah untuk 
mendapatkan keadilan.
8
 
Tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim menurut Pasal 130 
ayat (1) HIR/154 RBg, hakim sebelum memeriksa perkara terlebih dahulu 
harus berusaha mendamaikan  kedua belah pihak, bahkan usaha mendamaikan 
itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam tahap banding dan 
kasasi.
9
 Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama 
dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang 
diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu lebih baik 
dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir 
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dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetapi 
terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.
10
 
Perdamaian merupakan suatu persetujuan di mana kedua belah pihak 
dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri 
suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu 
perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara 
tertulis.
11
 Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak 
yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha 
mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai 
perdamaian, maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan akta 
perdamaian (acta van vergelijk) dan kedua belah pihak dihukum untuk 
mentaati persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang 
dibuat di muka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat 
dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah 
mempunyai hukum tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat 
diajukan banding ke pengadilan tingkat banding.
12
 
Pranata  perdamaian  oleh  hakim  bukan  sesuatu  yang  baru,  tetapi 
diharapkan  tidak  sekedar  formalitas  yang  semata-mata  diserahkan  kepada 
pihak-pihak.  Hakim  harus  lebih  aktif  mengusahakan  perdamaian  sebelum 
memasuki pokok perkara. Hal ini sesuai dengan trend umum yang berlaku 
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dalam beracara. Di samping itu, aktualisasi pranata perdamaian ini akan lebih  
berkembang dalam kehidupan masyarakat.  
Ketentuan mengenai mediasi di Pengadilan diatur dalam Peraturan 
Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
adalah penyempurnaan terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008
13
 dan PERMA 
No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan 
tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA No.2 Tahun 
2003 ditemukan beberapa masalah seperti: waktu mediasi pasal 9 ayat 5 
proses mediasi berlangsung paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan hakim 
mediator, dan kewenangannya untuk Peradilan Umum,
14
 sehingga tidak 
efektif penerapannya di Pengadilan Agama. Kemudian PERMA No. 1 Tahun 
2008 belum  optimal  memenuhi  kebutuhan pelaksanaan  mediasi  yang  lebih  
berdayaguna  dan mampu  meningkatkan  keberhasilan  mediasi  di 
Pengadilan. 
Sebagai upaya mempercepat, mempermurah, dan mempermudah 
penyelesaian sengketa serta untuk mengurangi penumpukan perkara dan 
memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan maka Ketua 
Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan instrument efektif untuk 
mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, berdayaguna dan sekaligus 
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memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di 
samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif). Dengan 
adanya Perma ini, di harapkan nantinya para hakim mediator melaksanakan isi 
dari peraturan-peraturan dan tidak hanya sebagai formalitas dalam beracara di 
Pengadilan. 
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menjadikan Pengadilan Agama  
Boyolali sebagai  lokasi  penelitian kaitannya dikeluarkannya PERMA No. 1 
Tahun 2016 sebagai penyempurnaan dari PERMA No. 1 Tahun  2008 dan 
PERMA No. 2 Tahun 2003  Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan serta 
pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Boyolali.  
Dilihat dari laporan perkara yang diterima pada Pengadilan Agama 
Boyolali tahun 2016 kususnya perkara perceraian ada 1.829 perkara, perkara 
tersebut terdiri dari Cerai Talak 543 perkara dan Cerai Gugat 1.286 perkara.
15
 
Banyaknya perkara yang diterima di Pengadilan Agama Boyolali tersebut 
tidak ada mediasi yang berhasil, dalam hal ini para pihak tetap berpegang 
teguh untuk bercerai.  
Dari uraian di atas, penulis akan mencoba menganalisa permasalahan-
permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Boyolali mengenai Prosedur 
Mediasi di Pengadilan. Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul; “Pelaksanaan Mediasi 
Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 
                                                             
15
 Laporan perkara diterima Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2016 
7 
 
 
 
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2017)”. 
B. Rumusan Masalah  
Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka timbul beberapa 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan 
Agama Boyolali ? 
2. Apakah yang menjadi faktor ketidakberhasilan dalam pelaksanaan mediasi 
di Pengadilan Agama Boyolali ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi pasca PERMA 
No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Boyolali. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor ketidakberhasilan mediasi di 
Pengadilan Agama Boyolali. 
D. Manfaat Penelitian 
Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan 
mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi 
pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya 
bermanfaat diantaranya: 
1. Kegunaan Teoritis 
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Untuk menambah bahan kepustakaan dalam bidang pengembangan 
ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berhubungan tentang 
pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 
Prosedur Mediasi. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum tentang 
proses mediasi dalam pelaksanaannya pada sistem peradilan perdata, 
sekaligus tolak ukur pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata di 
Pengadilan Agama Boyolali dalam melaksanakan prosedur mediasi 
menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. 
b. Untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berfikir 
kritis serta pemenuhan dalam prasyarat dalam menyelesaikan 
pembelajaran ilmu hukum islam dalam bidang Hukum Keluarga Islam 
(Al Ahwal Asy Syakhsiyah). 
c. Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas 
mengenai proses mediasi di dalam penyelesaian perkara perdata di 
pengadilan. Sehingga masyarakat sadar akan pentingnya mediasi yang 
merupakan salah satu cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa 
perkara perdata. 
E. Kerangka Teoritis 
Teori  sistem  hukum  dari  Lawrence  M.  Friedman  digunkan untuk  
melihat  implementasi  mediasi. Menurutnya,  sistem  hukum terdiri atas tiga 
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elemen, yaitu elemen struktur, substansi dan budaya hukum. Hal ini 
diilustrasikan bahwa pelaksanaan “sistem hukum” diibaratkan untuk 
memproduksi barang, maka kedudukan “struktur hukum” diibaratkan sebagai 
mesin-mesin pengelola barang, “subtansi hukum” diibaratkan sebagai barang 
yang diproduksi. Sedangkan “budaya hukum” diibaratkan sebagai orang-
orang yang menjalankan mesin dan berkewajiban untuk menghidupkan, 
menjalankan dan mematikan mesin ini, agar dapat menentukan baik buruknya 
hasil barang yang diproduksi.
16
 
Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum seperti 
Mahkamah  Agung,  dan  badan-badan  peradilan  di  bawahnya termasuk 
Pengadilan Agama beserta aparaturnya. Hakim pengadilan sebagai  struktur  
pengadilan  memiliki  peran  yang  penting  di dalam meningkatkan  
keberhasilan  mediasi.  Keberhasilan  dan  kegagalan mediasi ditopang oleh 
kemampuan dan kecakapan hakim mediator di dalam menjalankan perannya. 
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang 
Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  merupakan  salah  satu  elemen substansi 
hukum. Elemen substansi ini dapat memberikan kepastian kepada para pihak 
yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar dari  sengketa  yang  sedang  
dihadapi.  Peraturan  mediasi  ini  paling tidak berisi mengenai substantif dan 
prosedural mediasi. 
Terkait  dengan  budaya  hukum  ini,  mediasi  di  Pengadilan Agama  
sesungguhnya  merupakan  produk  dari  sistem  hukum  yang cara 
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pemanfaatan dan penggunaannya sangat tergantung dengan nilai dan 
keyakinan masyarakat sebagai pengguna mediasi tersebut. Nilai dan  
keyakinan  merupakan  bagian  dari  budaya  masyarakat.  Jika masyarakat 
menilai dan berkeyakinan bahwa mediasi dapat berperan sebagai  sarana  
penyelesaian  masalah  sengketa  yang dihadapi  maka tujuan  mediasi  akan  
tercapai  sebagai  mekanisme  penyelesaian sengketa  yang  cepat  dan  biaya  
ringan,  reputasi  para  pihak  tidak terganggu, dan hubungan baik tetap 
terjaga. 
Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang  
tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para  Pihak  
untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.
17
 Dalam  
rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang  
berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, 
salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk  
meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
18
 
Ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen  
Hukum Acara untuk Daerah  Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot  Regeling  
Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad  
1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het  
Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44) mendorong Para Pihak  
untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui 
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mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di 
Pengadilan.
19
 
Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata  
dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam 
penyelesaian sengketa. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan penyempurnaan 
terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang 
Prosedur Mediasi. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung 
karena didalam PERMA No. 2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, 
sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. kemudian PERMA No. 1 
Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal  
memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan 
mampu  meningkatkan  keberhasilan Mediasi di Pengadilan. 
Didalam  PERMA  No. 1 Tahun 2016 terdapat  beberapa  poin  
penting yang berbeda  dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, diantaranya:
20
 
1. Terkait  batas  waktu  mediasi  yang lebih  singkat  dari 40 hari  
menjadi 30 hari  terhitung  sejak diterimanya  pemberitahuan  putusan  
sela  Pengadilan  Tinggi  atau  Mahkamah Agung.  (Pasal  3 angka 6 
PERMA No. 1 Tahun 2016). Di  dalam  Pasal  13  angka  3  PERMA  
No.  1  Tahun  2008,  proses  mediasi  berlangsung  paling lama 40 
(empat  puluh  hari) hari  kerja  sejak mediator dipilih  oleh  para  pihak  
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atau  ditunjuk  oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 11 ayat (5) dan (6). 
2. Kewajiban  para  pihak  menghadiri  secara  langsung  pertemuan  
Mediasi  dengan  atau  tanpa didampingi  oleh  kuasa  hukum,  kecuali  
ada  alasan  sah  (Pasal  6 ayat  (1)  dan  ayat  (4)  PERMA No. 1 
Tahun 2016). 
3. Adanya  iktikad  baik  dan  akibat  hukum  (sanksi) para  pihak  yang 
tidak  beriktikad  baik  dalam proses mediasi. (Pasal 7 ayat (1) dan (2) 
PERMA  No. 1 Tahun 2016). Pengaturan  iktikad  baik ini  memang  
sudah ada di dalam  PERMA  No. 1 Tahun 2008, tetapi  penjabarannya  
tidak detail. PERMA  No.  1  Tahun  2016  mewajibkan  para  pihak  
beriktikad  baik  ketika  bermediasi.  Jika tidak, ada  akibat  hukum  
bagi yang tidak beriktikad  baik  atas  laporan mediator. (Pasal 23 
PERMA No. 1 Tahun 2016). 
4. Adanya  kesepakatan  sebagian  pihak  (partial  settlement)  yang  
terlibat  dalam  sengketa  atau kesepakatan  sebagian  objek  
sengketanya.  Berbeda  dengan  Perma  sebelumnya  apabila  hanya 
sebagian  pihak  yang  bersepakat  atau  tidak  hadir  mediasi  dianggap  
dead  lock  (gagal).  
5. Pengecualian  perkara yang dimediasikan  lebih  luas  daripada  
sebelumnya  yakni  semua  jenis perkara  perdata, kecuali  perkara  
Pengadilan  Niaga, Pengadilan  Hubungan  Industrial, keberatan atas  
putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  Badan  Penyelesaian  
13 
 
 
 
Sengketa  Konsumen, Komisi  Informasi, permohonan  pembatalan  
putusan  arbitrase, penyelesaian  perselisihan  partai politik, dan lain-
lain (Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016). 
6. Adanya  terobosan  baru  pertemuan  Mediasi  dapat  dilakukan  
melalui  media komunikasi audio  visual  jarak  jauh  yang  
memungkinkan  semua  pihak  saling  melihat  dan  mendengar secara  
langsung  serta  berpartisipasi  dalam  pertemuan (Pasal 5 ayat (2) 
Perma Nomor 1 Tahun 2016). Kehadiran para pihak melalui 
komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (3) dianggap  sebagai  kehadiran  langsung (Pasal 6 ayat (2) 
PermaNomor 1 Tahun 2016). 
Dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2016 mendorong tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan dalam menyelesaikan 
sengketa, sehingga pesimisme masyarakat terhadap eksistensi pengadilan 
menjadi berkurang. 
F. Tinjauan Pustaka 
Pembahasan mengenai masalah perdamaian dalam sengketa perdata 
yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, atau sebuah upaya 
perdamaian sengketa perdata terkait dengan usaha-usaha dan pelaksanaan 
mediasi sebelumnya pernah dibahas dalam beberapa penelitian, akan tetapi 
fokus permasalahan yang dibahas berbeda-beda, diantaranya: 
1. Saudara M. Ihsanudin, dengan judul skripsi, ”Analisis Terhadap 
Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 01 Tahun 2008 Tentang 
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Prosedur Mediasi  (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”. Skripsi 
ini membahas tentang penerapan mediasi di Lingkungan Peradilan Agama 
Surakarta, kendala yang dihadapi hakim dalam menerapkan mediasi dan 
seperti apa cara pandang para hakim mediator terhadap PERMA No. 01 
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
21
 
2. Saudari Annisaa‟ Noer Fardillah, dengan judul skripsi, “Peranan Lembaga 
Mediasi dalam Mencegah Terjadinya Perkara Perceraian (Studi Kasus di 
Pengadilan Agama Surakarta)”. Skripsi ini membahas tentang peranan dan 
upaya mediasi dalam mencegah perceraian di lingkung Pengadilan Agama 
Surakarta, dan faktor berhasil tidaknya lembaga mediasi dalam 
mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta.
22
 
3. Saudari Erina Qurrota Ainy, dengan judul skripsi, “Penerapan Mediasi 
dalam Penyelesaian sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta 
Tahun 2012-2013 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2008)”. Skripsi ini membahas tentang sesuai tidaknya peranan mediasi 
dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta dana apa yang 
menjadi kendala-kendalanya.
23
 
Dari beberapa telaah pustaka yang penulis uraikan di atas, fokus 
penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumya karena penulis disini akan 
                                                             
21
 M. Ihsanudin,”Analisis Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 01 Tahun 
2008 Tentang Prosedur Mediasi  (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)”, Skripsi, tidak 
diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2010. 
22
 Annisaa‟ Noer Fardillah, “Peranan Lembaga Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya 
Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)”, Skripsi, tidak diterbitkan, 
Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2013. 
23
 Erina Qurrota Ainy, dengan judul skripsi, “Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian 
sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 (Studi Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2008)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta, 2014. 
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meneliti tentang pelaksanaan mediasi dan apa faktor-faktor yang menghambat 
pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Boyolali. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah jenis penelitian  
lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian 
kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan 
menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang ataupun peneliti 
yang tertarik secara alamiah.
24
 Dari pengertian ini nantinya bertujuan 
untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dan praktek yang 
terjadi di lapangan mengenai implementasi  PERMA  No.  1  Tahun  2016  
tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilam 
2. Sumber Data 
Adapun sumber informasi data adalah: 
a. Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan 
oleh peneliti dari sumber pertamanya.
25
 Dalam hal ini sumber data 
primernya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan para hakim mediator di 
Pengadilan Agama Boyolali.  
                                                             
24
 Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  Cet. XXX, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2012), hlm. 5.  
25
 Sumadi Suryabrata,  Metodologi Penelitian, Ed., 1 (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 
2006), hlm. 39 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku 
harian, dan seterusnya.
26
 Yang menjadi bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Bahan Hukum Primer: Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 
2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
2) Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku yang terkait dengan penulisan 
ini, internet, arsip-arsip yang mendukung, serta artikel ilmiah. 
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perdata Berdasarkan 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dilakukan penulis di Pengadilan 
Agama Boyolali yang beralamatkan di Jl. Pandanaran No. 167, 
Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa tengah.  
Peneliti memilih lokasi tersebut karena ingin mengetahui pelaksanaan dan 
faktor penyebab kegagalan mediasi serta faktor keberhasilan mediasi di 
Pengadilan Agama Boyolali. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara (interview) 
                                                             
26
 Soerjono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3, (Jakarta: Universitas 
Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 12 
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Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang 
atau lebih, dimana kedua pihak yang terlibat (pewawancara/ 
interviewer dan terwawancara / interviewee) memiliki hak yang sama 
dalam bertanya dan menjawab.
27
 Wawancara dilakukan penulis 
dengan hakim mediator di Pengadilan Agama Boyolali. Hakim 
mediator yang diwawancarai oleh penulis disini adalah Drs. H. 
Qomaroni, MH dan Dra. Hj. Emi Suyati. Karena keterbatasan waktu, 
penelitian ini dibatasi dari bulan Januari – Agustus 2017. 
b. 0bservasi 
Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan 
mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 
dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 
langsung.
28
 Dalam mengumpulkan data penulis melakukan observasi 
dalam persidangan pertama setelah para pihak hadir kemudian proses 
mediasi dimana  penulis  menjadi  pengamat  aktif  dalam  penelitian  
ini, pembuatan hukum  yang dilakukan para pihak, hakim pemeriksa 
perkara, mediator. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang 
menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah 
                                                             
27
 Haris Hardiansyah, wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen 
Penggalian Data Kualitatif, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 27. 
28
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 2008), hlm. 93-94. 
18 
 
 
 
dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data 
yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas 
tanah, jumlah penduduk, dan sebagainya.
29
 Dalam hal ini peneliti 
mengumpulkan data-data dari beberapa dokumen yang berupa buku  
register  perkara  perdata,  buku  register  mediasi,  berita  acara 
mediasi, dan hasil-hasil mediasi.  
5. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis Miles 
and Huberman. Miles and Huberman mengemukakan bahwa “aktivitas 
dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 
secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.” 30 
Langkah-langkah dalam analisis data Miles and Huberman, yaitu data 
reduction, data display, dan data coclusion drawing/verification.
31
 
a. Data Reduction (Reduksi Data) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 
b. Data Display (Penyajian Data) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 
                                                             
29
 Ibid., hlm. 158. 
30
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 
91. 
31
 Ibid., hlm. 92-99 
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kategori,  flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis mencoba 
menggunakan penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. 
c. Conclusion Drawing/verification 
Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.  
 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab, secara 
garis besar terdiri dari : 
Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar 
belakang yang didalamnya menguraikan tentang dasar pemikiran utama yang 
dijadikan penulis untuk penyusunan penelitian pelaksanaan mediasi dalam 
perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Boyolali. Dari latar belakang 
masalah tersebut munculah permasalahan-permasalahan yang dituangkan 
dalam perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 
pemikiran, kemudian tinjauan pustaka tentang perbedaan penelitian yang akan  
dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu serta metode penelitian yang 
digunakan, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. 
Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang mediasi, dasar hukum 
mediasi dan ruang lingkupnya, tujuan dan manfaat mediasi, tahap-tahap 
mediasi yang terdiri dari tahap pramediasi dan tahap pelaksanaan mediasi, 
kewenangan Peradilan Agama, yang semuanya itu diambil dari kajian 
20 
 
 
 
kepustakaan. Dari pembahasan yang ada disini nantinya berfungsi sebagai 
dasar pegangan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti. 
Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang profil Pengadilan Agama 
Boyolali, sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan wewenang 
Pengadilan Agama Boyolali, dan menjawab permasalahan tentang 
pelaksanaan mediasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketidakberhasilan  mediasi di Pengadilan Agama Boyolali. 
Bab keempat, adalah analisis terhadap pelaksanaan mediasi, dan 
analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan mediasi di 
Pengadilan Agama Boyolali. 
Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil 
penelitian atau jawaban dari pokok masalah yang ada dalam bab pertama dan 
saran-saran yang diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam 
pembaharuan hukum khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI  
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi 
1. Pengertian Mediasi 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti 
sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu 
perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus 
Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, pihak 
yang terlibat dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi 
antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian 
sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang 
bersengketa. Ketiga,  pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa 
tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-
apa dalam pengambilan keputusan.
32
 
Menurut Pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan pengertian mediasi  adalah 
                                                             
32
 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 2-3 
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cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan  untuk  
memperoleh  kesepakatan  Para  Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
33
 
Dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat diidentifikasikan 
unsur-unsur esensial mediasi, yaitu: 
a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui 
perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus 
para pihak; 
b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak 
memihak yang disebut mediator; 
c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya 
membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari 
penyelesaian yang dapat diterima para pihak. 
Pendekatan konsensus atau pendekatan mufakat dalam proses 
mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan 
dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan 
para pihak. Pihak netral atau mediator dalam hal ini  adalah  Hakim  atau  
pihak  lain  yang  memiliki Sertifikat  Mediator  sebagai  pihak  netral  
yang  membantu Para  Pihak  dalam  proses  perundingan  guna  mencari 
berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa menggunakan  cara  
memutus  atau  memaksakan  sebuah penyelesaian.
34
 
Apabila didalam suatu lembaga peradilan tidak ada atau terdapat 
keterbatasan jumlah mediator bersertifikasi berdasarkan surat keputusan 
                                                             
33
 Pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 
hlm. 3. 
34
 Ibid. 
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Ketua Pengadilan, hakim tidak bersertifikasi dapat menjalankan fungsi 
mediator.
35
 
 
2. Dasar Hukum Mediasi dan Ruang Lingkupnya 
a. Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974  
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidang 
Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” 
 
Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, 
perceraian dilakukan oleh suami dan istri karena sesuatu yang 
dibenarkan oleh Pengadilan melalui persidangan. Pengadilan 
mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak 
yang akan bercerai untuk memikirkan segala madharatnya jika 
perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat 
mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah 
keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. 
b. Pasal 1851 KUHPerdata, perdamaian adalah suatu perjanjian dengan 
mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau 
menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang 
bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, perjanjian ini 
tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis. 
c. Pasal 130 HIR/154 Rbg 
                                                             
35
 Pasal 13 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016  
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1) Bila pada hari yang telah  ditentukan para pihak datang 
menghadap maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua 
berusaha mendamaikannya. 
2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga 
dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati 
perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan 
serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. 
3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan 
banding.  
d. Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.  2  Tahun  2003  yang 
kemudian diperbarui dengan PERMA No. 1  Tahun  2008  tentang  
Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  PERMA  ini dikeluarkan  sebagai  
upaya  untuk  mempercepat,  mempermurah,  dan mempermudah 
penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar  
kepada  pencari  keadilan.  Mediasi  merupakan  instrumen  yang 
efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan 
sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam 
menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat 
memutus (adjudikatif).
36
 Tetapi setelah diterbitkannya PERMA No.1 
Tahun 2016, PERMA No. 1 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku.
37
 
 
                                                             
36
 Syahrizal Abbas,  Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,  
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 310-311. 
37
 Pasal 38 PERMA No. 1 Tahun 2016. 
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3. Tujuan dan Manfaat Mediasi 
Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara 
para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. 
Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan 
damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa 
melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, 
tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win 
solution).
38
 
Penyelesaian sengkrta memang sulit dilakukan, namun bukan 
berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama 
penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam 
mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, 
kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. 
Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan, antara lain:
39
 
a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan 
relatif murah. 
b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan 
mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosional atau psikologis 
mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak 
hukumnya. 
                                                             
38
 Syahrizal Abbas,  Mediasi dalam Hukum Syariah …, hlm. 24. 
39
 Ibid., hlm. 26. 
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c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi 
secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan 
perselisihan mereka. 
d. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu 
menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak 
yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya. 
e. Mediasi mampu menghilangkan konflik dan permusuhan yang 
hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa 
yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan. 
Apabila Majelis Hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang 
bersengketa, maka dibuatlah putusan perdamaian sebagaimana tersebut 
dalam Pasal 130 HIR, dan Pasal 154 Rbg. Dari ketentuan pasal-pasal 
tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa manfaat yang dapat 
diperoleh jika perdamaian berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, hakim 
dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, diharapkan 
berperan aktif untuk melaksanakan perdamaian pada pihak-pihak yang 
berperkara. Usaha perdamaian itu haruslah dilaksanakan seoptimal 
mungkin, sehingga dengan demikian perselisihan di antara pihak-pihak 
berperkara dapat berakhir tanpa ada permusuhan.
40
 
                                                             
40
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 
Cet. ke-3, (Jakarta; Pernada Media, 2005), hlm. 159. 
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Sehubung dengan hal tersebut diatas, ada beberapa manfaat yang 
dapat diambil dari wujud perdamaian yang dibuat dalam bentuk putusan 
perdamaian, yaitu:
41
 
a. Mempunyai kekuatan hukum tetap 
Menurut Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, perdamaian diantara 
pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. 
Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) 
HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama 
seperti putusan yang telah berkuatan hukum tetap.  
b. Memiliki kekuatan eksekutorial 
Penegasan ini disebut dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, kalimat 
tersebut menegaskan bahwa putusan akta perdamaian berkekuatan 
sebagaimana putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap dan juga berkekuatan eksekutorial (executorial kracht)  
sebagai halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap. Hal itu sejalan dengar amar putusan akta perdamaian yang 
menghukum para pihak untuk menaati perjanjian perdamaian yang 
mereka sepakati. Jadi dalam putusan tercantum amar kondemnator 
(condemator), sehingga apabila putusan tidak ditaati dan dipenuhi 
secara sukarela, dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi 
oleh pengadilan.   
c. Tertutup upaya banding dan kasasi 
                                                             
41
 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 
279-280. 
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Hal itu ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR. Putusan akta 
perdamaian tidak dapat disbanding. Dengan kata lain, terhadap 
putusan teresebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi). Itu 
sebabnya secara teknis dan yuridis dikatakan, putusan akta 
perdamaian (acta van vergelijk) dengan sendirinya melekat 
kekuatan hukum tetap. Penyelesaian perkara melalui sistem ini 
sangat efektif dan efisien. 
 
4. Tahap-tahap Mediasi 
Tahap mediasi di pengadilan menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 
terbagi menjadi dua, yaitu Tahap Pra Mediasi dan Tahap Proses Mediasi.  
a. Tahap Pramediasi 
Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator 
menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-
benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahap penting, karena 
akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada 
tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; 
membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan 
memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, 
mengoordinasikan para pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, 
menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, 
kesepakatan, waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi 
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kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan 
mereka.
42
 
Ruang lingkup tahap pramediasi diatur dalam BAB IV yang 
terdiri dari Pasal 17-23. Tahap ini merupakan persiapan ke arah proses 
mediasi. Sebelum pertemuan dan perundingan membicarakan 
penyelesaian materi pokok sengketa dimulai, lebih dahulu 
dipersiapkan prasarana yang dapat menunjang penyelasaian sengketa 
melalui perdamaian. 
1) Hakim Memerintahkan Menempuh Mediasi 
Langkah pertama yang mesti dilakukan hakimpada tahap 
pramediasi berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PERMA adalah sebagai 
berikut: 
“pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh 
para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para 
pihak untuk menempuh mediasi” 
 
Pada sidang pertama hakim harus menyampaikan perintah 
yang mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu menempuh 
proses mediasi. Keberadaan dan fungsi sidang pertama hanya 
acara tunggal, yaitu memerintahkan para pihak wajib lebih dahulu 
menempuh proses mediasi. Yang dimaksud sidang pertama disini 
adalah sebelum hakim membuka proses replik-duplik atau bahkan 
sebelum gugatan dibacakan.
43
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2) Hakim Wajib Memberi Penjelasan tentang Prosedur Mediasi 
Tindakan selanjutnya yang mesti dilakukan hakim, diatur 
dalam Pasal 17 ayat (7) PERMA, yang berisi tentang kewajiban 
hakim pemeriksa perkara untuk menjelaskan prosedur mediasi 
kepada para pihak. Penjelasan tersebut meliputi: 
a) Pengertian dan manfaat mediasi 
b) Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan 
mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad 
baik dalam proses mediasi. 
c) Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator 
nonhakim dan bukan pegawai pengadilan. 
d) Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta 
perdamaian atau pencabutan gugatan. 
e) Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir 
penjelasan mediasi. 
3) Kewajiban Kuasa Hukum  
Apabila para pihak dibantu oleh kuasa hukum, didalam 
Pasal 18 ayat (2) kuasa hukum mempunyai kewajiban untuk 
membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam 
proses mediasi. Kewajiban kuasa hukum dalam membantu para 
pihak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), yaitu: 
a) Menyampaikan penjelasan hakim pemeriksa perkara 
sebagaimana Pasal 17 ayat (7) kepada para pihak. 
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b) Mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam 
proses mediasi. 
c) Membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, 
kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses 
mediasi . 
d) Membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan 
kesepakatan perdamaian dalam hal para pihak mencapai 
kesepakatan. 
e) Menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa 
hukum. 
4) Hak Para Pihak Memilih Mediator 
Para pihak yang berperkara atau kuasa hukum mereka 
wajib memilih mediator. Kewenangan memilih mediator  
sepenuhnya menjadi hak para pihak sesuai dengan asas kebebasan 
berkontrak yang digariskan Pasal 1338 KUH Perdata. Pemilihan 
harus berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai ketentuan Pasal 
1320 KUH Perdata.
44
 Dalam hal ini hakim tidak berwenang 
menunjuk mediator secara ex-officio
45
 dalam keadaan normal, 
kecuali dalam keadaan tertentu boleh berdasarkan Pasal 20 ayat 
(3), yaitu: 
“apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih 
mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
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Pasal 20 ayat (1), ketua majelis hakim pemeriksa perkara 
segera menunjuk mediator hakim atau pegawai 
pengadilan”. 
 
Batas waktu pemilihan mediator yang dijelaskan dalam 
Pasal 20 ayat (1) adalah paling lama 2 hari. Apabila dalam jangka 
waktu tersebut para pihak tidak dapat bersepakat memilih 
mediator maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara menunjuk 
mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat. Jika 
didalam pengadilan yang sama tidak terdapat hakim atau pegawai 
pengadilan yang bersertifikat, maka ketua majelis hakim 
pemeriksa perkara menunjuk salah satu hakim untuk menjalankan 
fungsi mediator.  
Setelah para pihak memilih mediator, ketua majelis hakim 
pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah 
untuk melakukan mediasi melalui penitera pengganti. 
Berdasarkan Pasal 20 ayat (7), bahwa hakim pemeriksa wajib 
menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan 
kepada para pihak untuk menempuh mediasi.  
5) Akibat Hukum Tidak Beriktikad Baik 
Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) PERMA, 
apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses 
mediasi, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima yang merupakan 
putusan akhir oleh hakim pemeriksa perkara dan juga dikenai 
kewjiban pembayaran biaya mediasi. Dalam hal ini mediator 
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menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada 
hakim pemeriksa perkara disertai dengan rekomendasi pengenaan 
biaya mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan 
ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi. 
Dalam perkara perceraian didalam Pasal 23 ayat (6) 
PERMA, bahwa hukuman pembayaran biaya mediasi dibebankan 
kepada tergugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepaada 
penggugat. 
b. Tahap Pelaksanaan Mediasi 
Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak 
yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses 
mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara 
lain; sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah 
para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi 
dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, 
menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat  
dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.
46
  
Tahap Proses Mediasi di pengadilan menurut PERMA Nomor 
1 Tahun 2016 dijelaskan pada BAB V Pasal 24-32. Berdasarkan Pasal 
24 PERMA, tahap mediasi dimulai dari tanggal terpilihnya mediator 
oleh para pihak atau dari tanggal ditunjuknya mediator oleh ketua 
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majelis hakim pemeriksa perkara. Dalam waktu paling lama 5 (lima) 
hari terhitung sejak penetapan perintah pelaksanaan mediasi dan 
penunjukkan mediator, para pihak diwajibkan untuk menyerahkan 
resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi 
berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan 
perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, 
jangka waktu mediasi dapat diperpanjang dengan cara mengajukan 
permohonan kepada hakim pemeriksa perkara dengan disertai 
alasannya. 
1) Kewajiban, fungsi, dan Peran Mediator 
Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan yang dimaksud dengan mediator adalah 
hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai 
pihak netral yang membantu para pihak dalam proses 
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 
sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan 
sebuah penyelesaian. 
Dalam Pasal 13 Perma Nomor 1 Tahun 2016 BAB III 
tentang Mediator menjelaskan bahwasanya: 
a) Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang 
diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam 
pelatihan sertifikasi mediasi yang diselenggarakan oleh 
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Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh 
akreditasi dari Mahkamah agung. 
b) Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator 
dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah 
mediator bersertifikasi. 
c) Mediator sebagai pihak netral dan tidak memihak, dalam hal 
ini mediator bersikap bebas dan merdeka dari pengaruh siapa 
pun serta bebas secara mutlak dari paksaan.
47
  
Selain itu, mediator juga mempunyai kewajiban untuk 
menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setelah 
penetapan penunjukan sebagai mediator. Hal ini di tegaskan 
dalam Pasal 21 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016. Jadwal 
tersebut harus benar-benar realistis agar dapat dicapai hasil 
penyelesaian dalam jangka waktu yang relatif singkat. Setidaknya 
dua kali pertemuan dalam seminggu, dianggap layak dan realistis 
jika dihubungkan dengan proses yang dianut mediasi adalah 
expedited procedure atau proses penyelesaian yang cepat pada 
satu segi, dikaitkan dengan batas proses mediasi yang digariskan 
Pasal 24 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016.
48
 
Menurut Pasal 14 Perma Nomor 1 Tahun 2016  tentang 
Prosedur Mediasi dalam menjalankan fungsinya, mediator 
bertugas: 
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 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata…, Cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 
hlm. 247  
48
 Ibid., hlm. 262. 
36 
 
 
 
a) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para 
pihak untuk saling memperkenalkan diri. 
b) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para 
pihak. 
c) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan 
tidak mengambil keputusan. 
d) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak. 
e) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan 
dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus). 
f) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak. 
g) Mengisi formulir jadwal mediasi. 
h) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk 
menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. 
i) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan 
pembahasan berdasarkan skala proritas. 
j) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk: 
(1) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak. 
(2) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi 
para pihak. 
(3) Bekerja sama mencapai penyelesaian. 
k) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan 
kesepakatan perdamaian. 
37 
 
 
 
l) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan 
dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim 
pemeriksa perkara. 
m) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik 
dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara. 
Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani 
kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus 
membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu 
menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan 
alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.
49
 Dalam proses 
mediasi, mediator harus mampu menampilkan peran yang kuat.
50
 
Peran tersebut sebagai berikut: 
a) Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan. 
b) Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak. 
c) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa 
bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi 
sengketa tersebut harus diselesaikan. 
d) Menyusun dan mengusulkan alteratif pemecahan masalah.  
e) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan 
masalah. 
f) Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam 
rangka penyelesaian sengketa. 
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Peran mediator ini hanya mungkin diwujudkan bila ia 
memiliki sejumlah keahlian. Keahlian ini diperoleh melalui 
sejumlah pendidikan, pelatihan, dan sejumlah pengalaman dalam 
menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator yang memiliki 
pengalaman banyak akan memudahakan dirinya menjalankan 
proses mediasi, karena ia sudah terbiasa menghadapi situasi 
dimana kedua belah pihak bertikai. Keterampilan dan pengalaman 
matang mediator akan terus-menerus mendorong dirinya 
melakukan tindakan-tindakan positif dalam proses mediasi. 
Sebaliknya, mediator yang miskin pengalaman dan terbatasnya 
keahlian akan berpengaruh pada lemahnya kemampuan dalam 
menjalankan mediasi.
51
 
2) Sistem Proses Mediasi 
Mengenai sistem atau tata cara pertemuan perundingan, 
proses mediasi diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 
Tahun 2016 yang berbunyi; 
“proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali 
para pihak menghendaki lain”. 
 
Proses mediasi yang dilangsungkan dalam bentuk 
pertemuan dan perundingan, pada dasarnya tertutup untuk umum 
atau tidak boleh dihadiri oleh umum. Dengan demikian, setiap 
pertemuan dan perundingan bersifat konfidensial, hanya terbatas 
dihadiri para pihak, kuasa hukum (jika ada), dan mediator. Oleh 
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karena itu, segala sesuatu pernyataan, keterangan, dan pendapat 
yang dikemukakan dalam setiap pertemuan tidak boleh 
dipublikasi oleh salah satu pihak atau oleh mediator.
52
 Apabila 
para pihak berkehendak lain, dalam arti para pihak menyetujui 
terbuka untuk umum, maka kehendak atau persetujuan tersebut 
harus dinyatakan dengan tegas.
53
 
 
3) Mediasi Menghasilkan Kesepakatan 
Apabila mediasi berhasil atau mencapai kesepakatan 
berdasarkan Pasal 27 ayat (1), yaitu; 
“jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak 
dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan 
secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang 
ditanda tangani oleh para pihak dan mediator”. 
 
Syarat ini ditegaskan juga dalam Pasal 1851 KUH Perdata, 
bahwa persetujuan perdamaian harus berbentuk tertulis, boleh 
akta di bawah tangan atau dapat juga berbentuk akta otentik. 
Tidak dibenarkan secara lisan, karena Pasal ini menegaskan 
persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis. Dalam 
hal ini, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian agar 
dibuatkan akta perdamaian. Apaliba para pihak tidak 
menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan akta 
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perdamaian, menurut Pasal 27 ayat (5) Perma, maka kesepakatan 
perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. 
B. Kewenangan Peradilan Agama 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah 
satu lingkungan peradilan yang berada, dibawah Mahkamah Agung bersama 
badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha 
Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan 
peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan 
hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara 
orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, 
zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari‟ah.54 Dengan penegasan 
kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar 
hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaiakan perkara tertentu 
tersebut, termasuk Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya 
dan memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar‟iyah dalam melaksanakan 
kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qonun. 
Untuk hemat penulisan, disini penulis hanya terfokus pada pokok 
perkara perceraian. Pada  dasarnya  Undang-Undang  Perkawinan  telah  
menentukan  landasan  religi sebagai dasar dalam membentuk dan membina 
rumah tangga dengan tujuan seyogyanya rumah tangga yang dibentuk bahagia 
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dan kekal.
55
   Namun  kenyataan,  berbagai  permasalahan  dalam rumah  
tangga  seperti  himpitan  ekonomi  yang  berujung  pada  suami  tidak  lagi  
dapat memberi  nafkah,  poligami,  gaya  hidup  konsumtif,  penganiayaan,  
cemburu,  dan sebagainya, bisa saja menjadi pemicu hilangnya kasih sayang 
dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian.
56
 
Perceraian  merupakan lepasnya  ikatan  perkawinan  antara seorang  
pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami-isteri,  yang  dilakukan di  depan  
sidang  Pengadilan,  baik dilakukan di Pengadilan Negeri bagi non  muslim  
maupun  di  Pengadilan Agama  bagi  yang  beragama  Islam. Dalam  sebuah  
rumah  tangga  bila terjadi  perselisihan  yang  sangat prinsipal  dan  
membahayakan keutuhan  rumah  tangga,  serta  tidak diselesaikan  sendiri,  
lebih  baik menunjuk  seorang  penengah  yang bersikap  netral  dan  arif  
untuk membantu  memecahkan  perselisihan tersebut, akan tetapi jika 
perselisihan tersebut  sudah  mencapai  tingkat klimaks  (keadaan)  yang  sulit  
untuk dirukunkan  kembali  dalam  satu ikatan  perkawinan,  maka  upaya 
terbaik  untuk  menyelesaikannya yaitu  melalui  jalur  hukum  dengan 
mengajukan  gugatan  atau permohonan  cerai  ke  Pengadilan Agama  yang  
berwenang  memeriksa perkara.
57
 
Di  dalam  Undang-Undang  No.7  tahun 1989  tentang  Peradilan  
Agama  dan Kompilasi  Hukum  Islam,  di  kenal  2 (dua)  macam  perceraian,  
yaitu  cerai talaq,  dan  cerai  gugat.  Cerai  talaq adalah  cerai  yang  
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dijatuhkan  oleh suami  terhadap  isterinya,  sehingga perkawinan  mereka  
menjadi  putus. Seorang  suami  yang  bermaksud menceraikan  isterinya  
mereka  harus terlebih  dahulu  mengajukan permohonan  kepada  Pengadilan 
Agama,  sedangkan  cerai  gugat adalah  cerai  yang  didasarkan  atas adanya  
gugatan  yang  diajukan  oleh isteri,  agar  perkawinan  dengan suaminya  
menjadi  putus.  Seorang isteri  yang bermaksud  bercerai  dari suaminya  
harus  lebih  dahulu mengajukan  gugatan  kepada Pengadilan Agama.
58
 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam BAB VIII 
tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, Pasal 38 ditegaskan bahwa 
perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian, (b) Perceraian; dan (c) Atas 
Keputusan Pengadilan.
59
 Dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 
diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 39 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa:  
1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan 
setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak; 
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 
suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; 
3. Tata cara perceraian di depan persidangan pengadilan diatur dalam 
peraturan perundang-undangan tersendiri.
60
 
 
Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, 
perceraian dilakukan oleh suami dan istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh 
Pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian 
dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan 
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segala madharatnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan 
pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah 
keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Jika perdamaian 
yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan pihak-pihak lain tidak 
memberikan solusi, dan justru rumah tangga akan lebih buruk jika dilanjutkan, 
perceraian pun akan diputuskan.
61
 
Penyelesaian sengketa keluarga, upaya damai di pengadilan diatur 
dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 115, 131, 143, dan 144 KHI, serta Pasal 
32 PP No. 9 Tahun 1975. Ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal ini 
meminta hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak sebelum perkara 
mereka diputuskan. Upaya damai tidak hanya dilakukan hakim pada saat 
permulaan sidang, tetapi juga pada setiap proses pemeriksaan perkara. Hakim 
dituntut selalu menawarkan upaya damai dalam setiap proses peradilan, 
karena penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai jauh lebih baik, bila 
dibandingkan dengan vonnies hakim.
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BAB III 
PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN DAN FAKTOR 
KETIDAKBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA 
BOYOLALI  
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Boyolali 
1. Sejarah Pengadilan Agama Boyolali 
Pengadilan Agama Boyolali  beralamatkan di Jl. Pandanaran No. 
167, Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa 
tengah. Secara geografis Kabupaten Boyolali berada di bagian tenggara 
lereng gunung Merapi dan berada pada titik koordinat 7° 28‟ Lintang 
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Selatan dan garis bujur 107° 48‟ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah 
sebagai berikut:
63
 
a. Sebelah Utara  : Kabupaten Semarang dan Purwodadi 
b. Sebelah Timur  : Kabupaten Sragen dan Karanganyar 
c. Sebelah Selatan  : Kabupaten Klaten dan Sukoharjo 
d. Sebelah Barat  : Kabupaten Magelang 
Pada saat permulaan Indonesia merdeka Pengadilan Agama berada  
di bawah Departeman Kehakiman (sekarang Kementerian Kehakiman), 
dan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 1/S.D tanggal 3 Januari 
1945 Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) berdiri, maka 
Pengadilan Agama beralih di bawah Departemen Agama (berdasarkan 
Penetapan Pemerintah Nomor 5/S.D tanggal 25 Maret  1946). 
Ketua Pengadilan Agama Boyolali dari tahun 1949 sampai dengan 
tahun 1955 adalah Ky. Djamaluddin. Kantor Pengadilan Agama Boyolali 
pada awalnya menempati gedung Departemen Agama yang terletak di Jl. 
Pandanaran No. 67 Boyolali. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan 
Agama Boyolali masih sedikit karena masih banyak perceraian (Cerai 
Talak) yang dijatuhkan oleh suami tidak di muka persidangan Pengadilan 
Agama Boyolali, namun setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara efektif, dan sejak 
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka tugas-tugas 
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Pengadilan Agama menjadi semakin bertambah, perkara-perkara 
perkawinan diatur dengan jelas, sehingga volume perkara yang diterima di 
Pengadilan Agama Boyolali meningkat. 
Pada tahun 1976 Pengadilan Agama Boyolali dipimpin oleh Drs. 
Ahmad Slamet,
64
 telah memiliki gedung sendiri seluas 348 m², yang 
terletak di Jl. Printis Kemerdekaan Boyolali, dibangun diatas tanah seluas 
546 m² dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali / tanah hak milik 
Negara dengan status hak pakai sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak 
Pakai Nomor : 12 tahun 1987. 
Pada bulan Juni 2004, Pasca satu atap pengadilan dibawah lembaga 
Mahkamah Agung khususnya lembaga Peradilan Agama mengalami 
kemajuan yang signifikan, saat itu yang menjabat Ketua Pengadilan 
Boyolali adalah Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H.,
65
  tidak hanya di 
Pengadilan Agama Boyolali, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus 
berupaya untuk meningkatkan citra Peradilan yang lebih berwibawa dan 
bermartabat baik dari segi sarana dan prasarana maupun kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM), dan berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan 
Administrasi  MA-RI Nomor 42/BUA-PLS-KEP/XII/2006, tanggal 12 
Desember 2006 kemudian di tindak lanjuti dengan penandatanganan Berita 
Acara Serah Terima Gedung lama Pengadilan Negeri Boyolali yang 
terletak di Jl. Pandanaran No. 167 Boyolali kepada Pengadilan Agama 
Boyolali pada tanggal 19 Seotember 2007.  
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Pada tahun 2007 melalui DIPA PTA Jawa Tengah gedung lama 
Pengadilan Negeri Boyolali tersebut direnovasi  dan selesai pada bulan 
Desember 2007, saat itu yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama 
Boyolali adalah Drs. H. Noor Salim, S.H., M.H. Dan secara resmi 
Pengadilan Agama Boyolali berkantor digedung tersebut sejak bulan 
Februari 2008 sampai sekarang. 
Sejak terbentuk Pengadilan Agama Boyolali tahun 1937, Penghulu 
/Ketua Pengadilan Agama Boyolali telah beberapa kali berganti, namun 
nama-nama Ketua Pengadilan Agama sebelum tahun 1949 tidak dapat 
diketemukan walaupun telah berusaha dengan mengunjungi informan dan 
mencari di beberapa literature. Dan untuk Ketua Pengadilan Agama 
Boyolali dari tahun  1949 sampai sekarang nama Ketua Pengadilan Agama 
Boyolali serta  periodenya seperti tersebut dibawah ini : 
 
Tabel: 1 
No Nama Ketua 
Masa 
Jabatan/Tahun 
1. Ky. Djamaluddin 1949 – 1955 
2. Pujo Taruno 1955 – 1962 
3. Dirjo Sukarso 1962 – 1974 
4. Drs. Achmat Slamet 1974 – 1980 
5. Drs. A. Barizi 1980 – 1984 
6. Drs. H. Muzamil, S.H 1985 – 1997 
7. Drs. H. Ali Muchson, M.Hum 1997 – 2003 
8. Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H 2003 – 2007 
9. Drs. H. Noor Salim, S.H., M.H 2007 – 2010 
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10. 
Dra. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H., M.H., 
M.Si 
2010 – 2013 
11. H. Imam Shofwan, S.H., M.H 2013 – 2017 
12. Drs. Syamsul Aziz, M.H 2017-Sekarang 
 
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Boyolali 
Struktur organisasi Pengadilan Boyolali Tahun 2017 berdasarkan 
PERMA No. 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 
 
 
Gambar: 1 
 
KETUA 
Drs. Syamsul Aziz, MH  
WAKILKETUA 
Drs. Dede Ibin, SH, M.Sy 
 
 
 
 
 
 
Hakim 
Dra. Hj. Emi Suyati 
Drs. H. I N Wasik, SH, MH 
Dra. Dzakiyatun, SF , SH 
Drs. H. Qomaroni, MH 
Hakim 
Siti Sholihah, SH., MH 
Fahruddin, S.Ag., MH 
Hj. Susilowati, S.E.I 
Elly Fatmawati, S.Ag 
Panitera 
Elvi Setiyaningsih, SH 
Sekretaris 
H. M N Agus Achmadi, SH 
Wakil panitera 
Tri Purwani, SH, MH 
Subbag. Kepeg. & Ortala 
Suharyanto 
Subbag. Umum & Keuangan 
S. M. Kusumantoko, SHI 
Hj. Surawati 
Nur Aida Santi, SH 
Subbag. IT & Pelaporan 
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3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Boyolali 
a. Visi Pengadilan Agama Boyolali 
“Terwujudnya Peradilan Agama yang bersih dan 
berwibawa, transparan dan akuntabel yang mampu memberikan 
pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan”. 
Makna “bersih” adalah seluruh aparatur Peradilan Agama 
menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dengan 
konsisten yang diwujudkan dengan perilaku jujur, berakhlak mulia, 
ikhlas dan terbebas dari perilaku yang negatif, baik dalam kehidupan 
pribadi / keluarga maupun dalam pelayanan terhadap masyarakat 
pencari keadilan. 
“Berwibawa” mengandung arti kekuasaan Peradilan 
Agama diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat 
Wahyu Puji Laksono, S.Kom 
Panitera Muda Hukum 
Mubarok, SH 
Mughni 
Panitera Muda Permohonan 
Hj. Fatimah, SH 
Lisa Indraswari, S.Ag 
Panitera Muda Gugatan 
H. Arief Rokhman, SH 
Murniyati 
Kelompok Jabatan Fungsional 
Panitera Pengganti Jurusita /JSP 
Drs. Hj. Kanti Hastuti 
Sri Munawar, SH 
Fitri Ambarwati, SH 
Miftah Jauhara, SH 
Ahmad Roikhan, S.sy 
Sorendo Pratama 
Achmad Masrur 
Indar Permana, S.Kom 
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menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan 
tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan daya tarik / 
performance. 
“Transparan” dan “akuntabel”  adalah bahwa Peradilan 
Agama dalam proses peradilan mewujudkan keterbukaan dan 
akuntabilitas, yaitu pengadilan menyediakan informasi yang bersifat 
terbuka dan dapat diakses oleh publik dengan  penuh tanggung jawab. 
“Asas sederhana, cepat dan biaya ringan” dikandung 
maksud untuk memenuhi harapan para pencari keadilan yaitu 
pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif 
dan efisien, biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. 
b. Misi Pengadilan Agama Boyolali 
1) Menyelenggarakan Peradilan yang bersih dan bebas dari praktek 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
2) Menyelenggarakan pelayanan Yudisial dengan seksama dan 
sewajarnya. 
3) Meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia, aparatur 
Pengadilan Agama Boyolali. 
4) Melakukan pengawasan terhadap Teknis Yudisial dan Non 
Yudisial 
5) Mengembangkan penerapan manajemen modern dengan 
Tekhnologi Informasi. 
4. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Boyolali 
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Berdasarkan dalam  pasal  49  UU  Nomor  50  Tahun  2009  
tentang Pengadilan  Agama,  bahwa  Pengadilan  Agama  merupakan  
lembaga peradilan  tingkat  pertama  yang  bertugas  dan  berwenang  
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat 
pertama antara orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang  
perkawinan,  kewarisan, wasiat  dan  hibah  yang  dilakukan  berdasarkan  
hukum  Islam  serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi 
Syari‟ah. Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  tersebut,  Pengadilan  
Agama mempunyai tugas sebagai berikut:
66
 
a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi 
Kepaniteraan  bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan 
Eksekusi. 
b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, 
Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya. 
c. Memberikan  pelayanan  administrasi  umum  pada  semua  unsur  di 
Lingkungan Pengadilan Agama. 
d. Memberikan  keterangan,  pertimbangan  dan  nasehat  tentang  
Hukum Islam  pada  Instansi  Pemerintah  di  daerah  hukumnya,  
apabila  diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-
Undang  Nomor  7  tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
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e. Memberikan  pelayanan  penyelesaian  permohonan  pertolongan 
pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang  
yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 
tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk 
pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya. 
g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya  seperti  penyuluhan 
hukum,  memberikan  pertimbangan  hukum  agama,  pelayanan  riset  
/ penelitian dan sebagainya. 
Wewenang Pengadilan Agama Boyolali terbagi menjadi 2, yaitu: 
1) Kewenangan Absolut 
Kewenangan absolut adalah wewenang badan 
peradilan untuk memriksa jenis perkara tertentu yang secara 
mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik 
dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam 
lingkungan peradilan yang berbeda.
67
 
Kewenangan  absolut  yang  dimiliki  oleh  
Pengadilan  Agama bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  
memutus,  dan  menyelesaikan perkara-perkara  di  tingkat  
pertama  antara  orang-orang-orang  yang beragama  Islam  
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dibidang:  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah  waqaf, zakat, 
infaq, shadaqah dan ekonomi Syari‟ah.68 
2) Kewenangan Relatif 
Kewenangan relatif adalah wewenang badan 
peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu 
perkara yang didasarkan atas letak atau lokasi wilayah 
hukumnya masing-masing.
69
 
Data Wilayah Hukum Pengadilan Agama Boyolali. 
Terdiri dari 19 Kecamatan dan 260 Desa : 
a) Kecamatan  Ampel  terbagi 20 Desa.  
b) Kecamatan  Cepogo  terbagi 14 Desa.   
c) Kecamatan  Boyolali  terbagi 6 Desa. 
d) Kecamatan   Mojosongo terbagi 12 Desa.   
e) Kecamatan   Teras   terbagi 13 Desa.   
f) Kecamatan  Sawit  terbagi 12 Desa. 
g) Kecamatan   Musuk   terbagi  20  Desa. 
h) Kecamatan   Banyudono  terbagi 15 Desa.  
i) Kecamatan   Sambi   terbagi 16 Desa. 
j) Kecamatan   Ngemplak terbagi 12 Desa.  
k) Kecamatan   Nogosari  terbagi 13 Desa.  
l) Kecamatan   Simo    terbagi 13 Desa. 
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m) Kecamatan   Karanggede terbagi 16 Desa.   
n) Kecamatan   Selo terbagi 8 Desa. 
o) Kecamatan   Klego terbagi 13 Desa. 
p) Kecamatan   Andong  terbagi 16 Desa.  
q) Kecamatan   Kemusu terbagi 13 Desa. 
r) Kecamatan   Wonosegoro terbagi 18 Desa.   
s) Kecamatan   Juwangi, terbagi 10 Desa.  
 
B. Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Boyolali 
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  Para  Pihak dengan dibantu 
oleh Mediator.
70
  Dalam tahap mediasi di pengadilan, para hakim mediator 
secara profesional menjalankan fungsinya sebagai mediator dengan 
berpedoman PERMA Nomor 1 Tahun 2016.   
Pada saat sidang yang pertama hakim pemeriksa memerintahkan 
kepada pihak tergugat dan penggugat untuk melakukan proses mediasi. 
Dalam sidang pertama tersebut, hakim pemeriksa perkara memberikan 
penjelasan tentang maksud dan tujuan mediasi, penandatanganan formulir 
penjelasan mediasi, penjadwalan waktu sidang mediasi serta pemilihan hakim 
mediator.
71
  Berikut daftar Hakim Mediator di Pengadilan Agama Boyolali:
72
 
a. Drs. Syamsul Aziz, MH 
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b. Drs. Dede Ibin, SH, M.Sy 
c. Siti Sholihah, SH., MH 
d. Fahruddin, S.Ag., MH 
e. Hj. Susilowati, S.E.I 
f. Elly Fatmawati, S.Ag 
g. Dra. Hj. Emi Suyati  
h. Drs. H. I N Wasik, SH, MH 
i. Drs. H. Qomaroni, MH  
Mengenai Pratek mediasi di Pengadilan Agama Boyolali sudah 
berusaha menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Adapun teknik 
pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Boyolali adalah sebagai berikut:
73
 
Setelah para pihak memilih hakim mediator, ketua majelis Hakim Pemeriksa 
Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan 
Mediasi dan menunjuk Mediator. Kemudian Hakim Pemeriksa Perkara 
memberitahukan penetapan kepada Mediator melalui panitera pengganti. 
Sementara itu, majelis hakim pemeriksa perkara menunda persidang sampai 
proses mediasi selesai. 
Hakim Mediator yang telah mengetahui dirinya ditunjuk sebagai 
Mediator oleh hakim pemeriksa perkara, para pihak diperintahkan untuk 
langsung menghadap kepada mediator. Saat itu juga, mediator langsung 
melaksanakan mediasi tanpa menentukan penjadwalan pertemuan terlebih 
dahulu. Untuk pelaksanaan mediasi, pada dasarnya berada diruangan yang 
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telah disediakan. Karena ruang mediasi dengan ruang hakim berjarak satu 
lantai dibawahnya dan dirasa itu memakan waktu karena alasan banyaknya 
tugas hakim yang harus diselesaikan. Maka pelaksanaan mediasi dilakukan di 
ruang hakim.
74
 
Selanjutnya pada saat pertemuan yang pertama Mediator 
memperkenalkan diri  kepada  para  pihak dan menjelaskan  tugasnya  
mediator hanya membantu  para  pihak  untuk  mencari  kesepakatan 
penyelesaian  yang  sama-sama  menguntungkan  kedua  belah  pihak  (win-
win solution) serta memberi kesempatan kepada para pihak untuk 
menceritakan masalah yang mengakibatkan masalah tersebut sampai dibawa 
ke Pengadilan Agama. Tujuan menceritakan permasalahan tersebut tidak 
lebih untuk mendapatkan informasi dari para pihak. Kemudian Mediator 
meringkas permasalahan dari masing-masing pihak yang selanjutnya 
dibacakan ulang dan diperdengarkan kepada para pihak agar memahami 
permasalahan yang sedang terjadi. 
Selama Proses Mediasi berlangsung, sering terjadi para pihak atau 
salah satu pihak tidak hadir. Kemudian dalam proses mediasi selanjutnya 
mediator terus berusaha mengupayakan perdamaian dengan mengadakan 
pertemuan dengan salah satu pihak, hal ini dikarenakan para pihak sangat 
sulit untuk dipertemukan dalam satu persidangan (kaukus). Kemudian 
mediator dalam pengupayaan agar tidak terjadinya perceraian didalam setiap 
                                                             
74
 Hasil wawancara dengan Drs. H. Qomaroni, MH., Hakim Mediator, Pengadilan Agama 
Boyolali, tanggal 23 Agustus 2017. 
57 
 
 
 
persidangan para pihak untuk selalu memikirkan akibat dari perceraian jika 
terjadi. 
 Waktu mediasi di pengadilan paling lama 30 hari sejak penetapan 
perintah melakukan mediasi. Dalam pelaksanaannya, waktu mediasi di 
pengadilan hanya beberapa pertemuan saja. Dalam hal ini, mediator tidak 
mempunyai kehendak untuk memaksa para pihak untuk berdamai, tetapi 
mediator tetap berusaha agar para pihak tidak terjadi untuk bercerai. Apabila 
para pihak sudah merasa mediasi cukup dan para pihak masih bersi keras 
untuk berdamai, maka jalan satu-satunya adalah perceraian. 
 Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka 
Mediator melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim 
Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian. Jika para 
pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam Akta 
Perdamaian, maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan 
gugatan. Dan apabila Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan 
maka Mediator menyatakan Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat 
dilaksanakan dengan memberitahukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara 
secara tertulis. Setelah menerima pemberitahuan dari Mediator, selanjutnya 
Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan 
pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. 
Praktek mediasi memang telah dilakukan di Pengadilan Agama 
Boyolali, akan tetapi tingkat keberhasilan mediasi khususnya perkara 
perceraian sejauh ini belum ada perkara yang berhasil di mediasi. Berikut 
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adalah laporan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Boyolali dari bulan 
Januari – Agustus 2017. 
Laporan Perkara Perceraian yang diterima sampai diputus 
di Pengadilan Agama Boyolali Bulan Januari – Agustus Tahun 2017
75
 
Tabel: 2 
No Bulan Jenis Perkara 
Jumlah 
Perkara 
Masuk 
Jumlah 
Perkara di 
Putus 
1. Januari 
Cerai Talak 69 45 
Cerai Gugat 145 95 
2. Februari 
Cerai Talak 32 41 
Cerai Gugat 96 97 
3. Maret 
Cerai Talak 60 47  
Cerai Gugat 113 120 
4. April 
Cerai Talak 37 39 
Cerai Gugat 104 88 
5. Mei 
Cerai Talak 34 45 
Cerai Gugat 85 109 
6. Juni 
Cerai Talak 13 34 
Cerai Gugat 30 71 
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7. Juli 
Cerai Talak 64 40 
Cerai Gugat 171 99 
8. Agustus 
Cerai Talak 49 44 
Cerai Gugat 124 111 
Jumlah  1.226 1.125 
Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2017 dari 
bulan Januari – Agustus sebanyak 1.226 dan diputus sebanyak 1.125. Dari 
jumlah 1.125 perkara yang diputus, semuanya melewati tahap mediasi. Akan 
tetapi semua perkara tersebut tidak ada perkara yang mencapai kesepakatan 
perdamaian. Ketidakberhasilan suatu mediasi itu bisa disebabkan oleh faktor-
faktor tertentu. Seperti halnya karena faktor masalah yang dihadapi oleh para 
pihak, tempat atau ruang untuk mediasi tidak tertutup, dan bisa saja karena 
mediator yang kurang terampil dalam menangani perkara sengketa tersebut.  
C. Faktor Ketidakberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Boyolali 
Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Boyolali sudah berusaha 
mengupayakan perdamaian. Namun banyak kasus perkara yang tidak dapat 
diselesaikan melalui proses mediasi. Di lembaran sebelumnya sudah 
dijelaskan bahwa banyaknya perkara yang diterima sampai diputus belum ada 
perkara yang mencapai kesepakatan perdamaian. Hal ini disebabkan karena 
begitu besarnya masalah yang dihadapi oleh para pihak dan juga karena 
fakto-faktor tertentu. 
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Dari hasil pengamatan peneliti pada saat observasi proses mediasi di 
Pengadilan Agama Boyolali, yang menjadi faktor ketidakberhasilan suatu 
mediasi adalah sebagai berikut:
76
 
1. Faktor yang muncul dari para pihak atau pihak dari keluarga 
a) Salah satu pihak tidak menghadap mediator 
Ketidak hadiran salah satu pihak adalah faktor utama 
ketidakberhasilan mediasi. Para pihak sebelumnya tidak mempunyai 
niat baik untuk menyelesaiakan secara musyawarah. Biasanya para 
pihak menghadiri pertemuan mediasi yang pertama, akan tetapi pada 
sidang mediasi selanjutnya salah satu pihak tidak pernah hadir 
meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut.  
b) Kurangnya sosialisasi tentang mediasi 
Banyaknya kalangan masyarakat yang belum mengetahui arti 
penting dari fungsi dan maksud tujuan mediasi. Seringkali para 
pihak bertanya-tanya tentang fungsi mediasi, kemudian banyak para 
pihak beranggapan bahwa perceraian adalah solusi terbaik untuk 
menyelesaiakan sebuah persengketaan.   
c) Pihak keluarga yang bersikeras menyetujui untuk bercerai 
Banyak keluarga memberikan solusi bagi para pihak, baik 
pihak penggugat atau tergugat untuk berpisah. Hal tersebut 
disebabkan karena didalam menjalin kekeluargaan sering terjadi 
pertengkaran dan perselisihan hingga terdengar sampai kepada 
                                                             
76
 Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Emi Suyati, Hakim Mediator, Pengadilan Agama 
Boyolali, tanggal 23 Agustus 2017 
61 
 
 
 
masing-masing keluarga. Hal tersebut sangatlah dikhawatirkan oleh 
para pihak keluarga. 
d) Salah satu pihak murtad 
Dalam kasus seperti ini pihak yang sudah berpindah agama 
sangat sulit untuk kembali menjadi Islam lagi. Peralihan agama atau 
murtad yang merupakan penyebab terjadinya ketidak rukunan dalam 
rumah tangga.  
e) Berbeda aliran 
Berbeda aliran atau tidak sepaham sering dijumpai pada saat 
ini, seperti salah satu pihak berpindah aliran (MTA, LDII ). Hal ini 
adalah salah satu penyebab terjadinya perselisihan yang 
mengakibatkan perceraian.  
2. Faktor yang muncul dari lembaga Peradilan 
a) Mediator 
Hakim mediator yang sedang menjalankan fungsinya sebagai 
mediator haruslah mempunyai keterampilan dan metode untuk 
melakukan mediasi. Karena dalam hal memediasi para pihak yang 
sedang bersengketa tidaklah mudah. Selain itu karena banyaknya 
perkara yang masuk, membuat mediator berusaha untuk membagi-
bagi waktunya. 
b) Tempat mediasi 
Selama proses mediasi berjalan, mediasi dilaksanakan di ruang 
hakim. Karena jarak yang cukup jauh antara ruang hakim dan ruang 
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mediasi dan juga terlalu banyaknya perkara yang masuk membuat 
para hakim kuwalahan. Akan tetapi apabila mediasi itu dilakukan 
ditempat terbuka dan kurangnya pengetahuan para pihak bahwa 
mediasi itu bersifat tertutup, maka itu sangatlah mungkin para pihak 
tidak saling terbuka. Hal ini membuat para pihak malu untuk 
mengatakan hal-hal rumah tangganya. 
c) Tidak ada hakim bersertifikasi 
Hakim mediator tidak bersertifikasi merupakan salah satu 
faktor ketidakberhasilan mediasi. Karena Untuk mendapatkan 
sebuah sertifikasi mediator harus melewati beberapa prosedur dan 
pelatihan-pelatihan menangani sebuah kasus.  Maka dari itu, hakim 
mediator yang bersertifikasi sudah pasti mengetahui bagaimana 
menangani perkara mediasi yang baik agar mencapai kesepakatan 
perdamaian.  
Dalam hal mediator, beliau juga beranggapan bahwa mediator yang 
sudah bersertifikasi tidak menjamin keberhasilan suatu kasus itu berhasil di 
mediasi. Meskipun mediator sudah melewati tahap pelatihan mediator, akan 
tetapi jika tidak mempunyai keterampilan atau pengalaman yang bagus untuk 
menjadi mediator, maka mediasi yang dijalaninnya akan sulit untuk mencapai 
kesepakatan perdamaian.
77
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BAB IV 
ANALISIS  
A. Analisis Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Boyolali  
Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang  
tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para  Pihak  
untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.
78
 Dalam  
rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang  
berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, 
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salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk  
meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
79
 
 Dalam menerapkan Lembaga Damai yang merupakan pelaksanaan 
dari Pasal 130 HIR/154 Rbg, dimana menurut ketentuan tersebut hakim 
dalam perkara perdata wajib menganjurkan para pihak dalam sidang pertama 
untuk menempuh perdamaian. Tidak menempuh prosedur mediasi merupakan 
suatu pelanggaran atas ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang 
mengakibatkan putusan batal demi hukum. Oleh karena itu hakim dalam 
memutus suatu perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang akan diputus 
telah diupayakan untuk berdamai melalui mediasi. 
Dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya secara umum mediasi adalah 
cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
80
 Prosedur Mediasi di 
Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan 
mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. 
Dalam hal ini Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 
yang isinya mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan, dengan 
demikian harapan Mahkamah Agung nantinya perkara sengketa yang masuk 
bisa terselesaikan di mediasi. 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun  2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan sudah diterapkan di Pengadilan Agama Boyolali. 
Dalam tahap pramediasi para pihak pada saat sidang yang pertama, hakim 
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pemeriksa memerintahkan kepada pihak tergugat dan penggugat untuk 
melakukan proses mediasi. Dalam sidang pertama tersebut, hakim pemeriksa 
perkara memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan mediasi, 
penandatanganan formulir penjelasan mediasi, penjadwalan waktu sidang 
mediasi serta pemilihan hakim mediator.  
Setelah para pihak sepakat untuk memilih hakim mediator yang sudah 
ada dalam daftar mediator, selanjutnya hakim pemeriksa perkara menunjuk 
hakim yang berisi tentang penetapan sebagai mediator. Mediator yang dipilih 
oleh para pihak dengan dibantu panitera pengganti. Kemudian mediator yang 
telah mengetahui penunjukan penetapan sebagai mediator, para pihak di 
panggil untuk menghadap ke mediator. Selama proses mediasi, mediasi 
dilaksanakan diruang hakim. Padahal proses mediasi itu bersifat tertutup 
untuk umum kecuali para pihak berkendak lain.
81
 Dalam hal ini, seharusnya 
proses mediasi berada ditempat yang telah disediakan.
82
 Apabila proses 
mediasi dilaksanakan ditempat terbuka, kemungkinan besar para pihak tidak 
mau menceritakan keadaan sebenarnya, karena hal itu menyangkut privasi 
keluarga dan juga tidak sesuai dengan peraturan yang ada.  
Secara teknis, mediator seharusnya terlebih dahulu membuat 
penjadwalan pertemuan diantara para pihak. Akan tetapi dalam penerapannya 
di Pengadilan Agama Boyolali, mediator tersebut melangsungkan proses 
mediasi. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi: 
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“Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah 
menerima penetapan penunjukan sebagai mediator.”  
 
Pada saat proses mediasi yang pertama, mediator memperkenalkan 
diri  kepada  para  pihak dan menjelaskan  tugasnya  mediator hanya 
membantu  para  pihak untuk mencari kesepakatan penyelesaian yang sama-
sama  menguntungkan  kedua belah pihak serta memberi kesempatan kepada 
para pihak untuk menceritakan masalah yang mengakibatkan masalah 
tersebut sampai dibawa ke Pengadilan Agama. 
Selama proses mediasi, sering terjadi salah satu pihak tidak 
menghadiri proses mediasi pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini 
dikarenakan para pihak tidak mempunyai iktikad baik untuk berdamai. 
Padahal didalam Pasal 7 ayat (1) PERMA menjelaskan bahwa para pihak 
wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Akibat hukum bagi para pihak 
yang tidak beriktikad baik dijelaskan dalam  Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat 
(1) PERMA, yaitu; 
“Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses 
mediasi, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim 
pemeriksa perkara”. (Pasal 22 ayat (1) PERMA 
 
“Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik, dikenai pembayaran 
biaya mediasi”. (Pasal 23 ayat (1) PERMA 
 
Mengenai waktu pelaksanaan mediasi paling lama menurut Pasal 24 
ayat (2) adalah 30 hari. Akan tetapi  dalam praktenya, perkara yang dimediasi 
baru 2 sampai 3 pertemuan sudah selesai. Hal ini disebabkan karena para 
pihak bersi keras untuk tetap bercerai. 
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Selama diberlakukannya peraturan ini belum ada mediasi yang berhasil 
mencapai kesepakatan perdamaian. Perkara yang dimediasi di Pengadilan 
Agama Boyolali pada bulan Januari sampai bulan Agustus sebanyak 1.125 
perkara. Dari banyaknya perkara yang masuk, tidak satu pun yang berhasil 
dimediasi. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa proses mediasi belum efektif 
dan efisien serta perlu diadakannya peninjauan ulang. Yang sering terjadi 
dalam  mediasi banyak para pihak yang hanya menghadiri mediasi yang 
pertama dan setelah itu tidak hadir lagi dalam proses mediasi setelah 
dipanggil secara patut dua kali berturut-turut dengan dibantu oleh juru sita, 
tempat mediasi yang tidak tertutup, para pihak bersi keras untuk diajak 
berdamai, serta kurangnya keterampilan mediator dalam menangani perkara 
sengketa. 
Jadi, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Boyolali menurut 
PERMA No. 1 Tahun 2016 dapat dikatakan bahwa mediasi belum efektif, 
karena dari banyaknya perkara yang masuk dari bulan Januari sampai bulan 
Agustus tidak ada mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. 
Dalam hal ini, disebabkan karena adanya faktor yang muncul dari para pihak 
dan dari lembaga Peradilan itu sendiri. 
B. Faktor Ketidakberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Boyolali 
Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah sebagai upaya 
mempercepat, mempermurah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta 
untuk mengurangi penumpukan perkara dan memberikan akses yang lebih 
besar kepada pencari keadilan. Akan tetapi pada faktanya, jarang sekali 
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perkara yang dibawa ke pengadilan majelis hakim menjatuhkan putusan 
perdamaian, dan seringnya para hakim menjatuhkan putusan akhir.  
Yang menjadi faktor ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama 
Boyolali Adalah sebagai berikut: 
1. Faktor yang muncul dari para pihak dan keluarga 
3. Salah satu pihak tidak menghadap mediator 
Ketidak hadiran salah satu pihak adalah faktor utama 
ketidakberhasilan mediasi. Para pihak sebelumnya tidak 
mempunyai niat baik untuk menyelesaiakan secara musyawarah. 
Biasanya para pihak menghadiri pertemuan mediasi yang pertama, 
akan tetapi pada sidang mediasi selanjutnya salah satu pihak tidak 
pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-
turut. Padahal didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (3) 
dijelaskan bahwa ketidak hadiran para pihak secara langsung dalam 
proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. 
Kemudian hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 7  Jo Pasal 22 
PERMA No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa para pihak dan/atau 
kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. 
Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik  dalam proses 
mediasi, gugatan dinyatakan tidak diterima oleh hakim pemeriksa 
perkara, dan apabila tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik 
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dalam Pasal 23 dijelaskan bahwa tergugat dikenai kewajiban 
membayar biaya mediasi.
83
 
4. Kurangnya sosialisasi tentang mediasi di lingkungan masyarakat 
Banyaknya kalangan masyarakat yang belum mengetahui arti 
penting dari fungsi dan maksud tujuan mediasi. Seringkali para 
pihak bertanya-tanya tentang fungsi mediasi, kemudian banyak 
para pihak beranggapan bahwa perceraian adalah solusi terbaik 
untuk menyelesaiakan sebuah persengketaan. Seharusnya peraturan 
yang dibuat disosialisasikan secara layak, tidak hanya dalam fiksi 
hukum bahwa semua orang dianggap mengetahui undang-undang 
sesaat setelah diundangkan. Jadi tidak hanya para hakim, praktisi 
atau akademisi, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat yang 
terkena peraturan tersebut.  
5. Pihak keluarga yang bersikeras menyetujui untuk bercerai 
Banyak keluarga memberikan solusi bagi para pihak baik pihak 
penggugat atau tergugat untuk berpisah. Hal tersebut disebabkan 
karena didalam menjalin kekeluargaan sering terjadi pertengkaran 
dan perselisihan hingga terdengar sampai kepada masing-masing 
keluarga. Hal tersebut sangatlah dikhawatirkan oleh para pihak 
keluarga. 
6. Salah satu pihak murtad 
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Dalam kasus seperti ini pihak yang sudah berpindah agama sangat 
sulit untuk kembali menjadi Islam lagi. Peralihan agama atau 
murtad yang merupakan penyebab terjadinya ketidak rukunan 
dalam rumah tangga.  
7. Berbeda aliran atau pemahaman 
Berbeda aliran atau tidak sepaham sering dijumpai pada saat ini. 
Para pihak seharusnya saling memahami dan menghormati 
meskipun berbeda pemahan. Karena perbedaan bukanlah suatu 
alasan untuk berpisah (bercerai). 
2. Faktor yang muncul dari Lembaga Peradilan 
a. Mediator 
Hakim mediator yang sedang menjalankan fungsinya sebagai 
mediator haruslah mempunyai keterampilan dan metode untuk 
melakukan mediasi. Karena dalam hal memediasi para pihak yang 
sedang bersengketa tidaklah mudah. Selain itu karena banyaknya 
perkara yang masuk, membuat mediator berusaha untuk membagi-
bagi waktunya.  
b. Tempat mediasi 
Selama proses mediasi berjalan, mediasi dilaksanakan di ruang 
hakim. Apabila mediasi itu dilakukan ditempat terbuka dan 
kurangnya pengetahuan para pihak bahwa mediasi itu bersifat 
tertutup maka dari itu sangatlah mungkin para pihak tidak saling 
terbuka. Dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 
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menjelaskan bahwa Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup 
kecuali para pihak berkehendak lain.
84
 Dalam Hal ini, seharusnya 
proses mediasi dilaksanakan di ruang mediasi yang sudah 
disediakan atau ditempat yang sekiranya lebih tertutup. 
c. Tidak ada hakim mediator yang bersertifikasi 
Dalam hal ini, hakim mediator yang tidak memiliki sertifikat 
mediator dalam melaksanakan proses mediasi kemungkinan besar 
hanya menjalankannya saja tanpa adanya usaha yang maksimal. 
Seharusnya, seorang mediator berusaha mencegah agar perceraian 
itu tidak terjadi. Tidak hanya bermodal sertifikat saja, melainkan 
harus dengan sebuah keterampilan (skill) yang baik untuk mencapai 
keberhasilan yang maksimal.  
Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Boyolali sudah berusaha 
mengupayakan perdaiamaian kepada setiap para pihak yang berperkara. 
Meskipun para mediator sudah mengusahakan yang terbaik kepada para 
pihak, namun pada kenyataannya banyak para pihak tetap ingin bercerai. Hal 
itu dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilan 
mediasi di Pengadilan Agama Boyolali. Faktor yang sering menghambat 
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ketidakberhasilan mediasi dalam penjelasan diatas banyak yang 
datang dari para pihak yang bersengketa. Karena menurut mereka jalan satu-
satunya untuk menyelesaikan sengketa itu bukan dengan cara perdamaian, 
akan tetapi mereka lebih puas dengan putusan yang dimenangkan oleh salah 
satu pihak. 
Selama proses mediasi dari bulan Januari sampai bulan Agustus, 
Pengadilan Agama Boyolali melakukan mediasi sebanyak 1.126 perkara. dari 
sekian banyaknya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Boyolali, 
tidak ada mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Hal ini 
dikarenakan para pihak sudah tidak ada keinginan untuk berdamai lagi. 
Mahkamah Agung menerbitkan sebuah aturan PERMA No. 1 Tahun 
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki sebuah tujuan yaitu 
sebagai upaya mempercepat, mempermurah, dan mempermudah penyelesaian 
sengketa serta untuk mengurangi penumpukan perkara dan memberikan akses 
yang lebih besar kepada pencari keadilan. Tetapi pada praktiknya, dibuat 
aturan yang sedemikian permasalahan persengketan perdata perseorangan di 
Pengadilan Agama Boyolali tidak ada yang berhasil di mediasi.  
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor 
ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Boyolali adalah faktor yang 
datang dari para pihak seperti, para pihak tidak hadir dalam proses mediasi, 
tidak beriktikad baik, dan juga faktor yang datang dari mediator itu sendiri 
karena kurangnya keterampilan dalam menangani kasus yang sedang 
dihadapi. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab 
sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Boyolali sudah berusaha 
mengupayakan perdamaian. Akan tetapi dalam prakteknya di pengadilan 
ditemukan banyak ketidaksesuaian antara teori dengan praktek di 
pengadilan. Seperti, proses mediasi dilakukan di ruang hakim. Dalam hal 
ini, peraturan yang telah ada dianggap hanya sebagai formalitas semata. 
Selama peraturan PERMA ini dilaksanakan di Pengadilan Agama 
Boyolali, belum ada mediasi yang berhasil, karena banyak para pihak yang 
bersikeras untuk tetap bercerai. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaannya 
banyak sekali kendala-kendala yang menghambat berjalannya proses 
mediasi.  
2. Mediasi di Pengadilan Agama Boyolali dapat dikatan bahwa mediasi 
belum efektif dan belum bisa memberikan akses yang lebih besar kepada 
pencari keadilan. Ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama 
Boyolali di sebabkan karena faktor yang datang dari para pihak dan 
lembaga peradilan itu sendiri. Faktor ketidakberhasilan mediasi di 
Pengadilan Agama Boyolali disebabkan karena faktor yang datang dari 
para pihak yang berperkara dan dari dalam peradilan. Faktor yang datang 
dari para pihak adalah salah satu pihak tidak menghadap mediator, 
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kurangnya sosialisasi tentang mediasi, pihak luar atau pihak keluarga yang 
bersi keras menyetujui mereka untuk bercerai, salah satu pihak murtad, 
berbeda aliran. Kemudian, faktor yang datang dari peradilan adalah 
kurangnya keterampilan mediator, dan tempat mediasi tidak tertutup. 
B. Saran 
Untuk meminimalisir permasalah mediasi di Pengadilan Agama 
Boyolali, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Setidaknya setiap mediator mempunyai sebuah metode atau keterampilan 
dalam menangani permasalahan keperdatan yang ada di Pengadilan 
Agama Boyolali. 
2. Para pihak yang bersengketa diharapkan selalu menghadiri proses 
mediasi yang sudah dijadwalkan dan juga para pihak dituntut untuk 
beriktikad baik. 
3. Setiap hakim mediator yang belum bersertifikasi seharusnya mengikuti 
pelatihan mediator. Karena melihat bahwa di Pengadilan Agama Boyolali 
tidak ada hakim mediator yang bersertifikasi. Meskipun tidak ada hakim 
mediator yang bersertifikasi, setidaknya mediator harus mempunya 
sebuah skill untuk mendamaikan para pihak. 
4. Pengadilan Agama Boyolali seharusnya melakukan penyuluhan kepada 
masyarakat agar masyarakat mengetahui maksud dan tujuan mediasi. 
5. Tempat mediasi seharusnya ditempat yang telah disediakan dan juga 
tertutup. 
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JADWAL PENELITIAN 
No 
Bulan Juni Juli Agustus September Oktober 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
X X X X                 
2 Konsultasi     X X X X X X X X X X X X X X X X 
3 
Revisi 
Proposal 
     X X              
4 
Pengumpulan 
Data 
         X X X         
5 Analisi Data             X X X X     
6 
Pendaftaran 
Munaqosyah 
                X    
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DAFTAR PERTANYAAN 
1. Apa pengertian mediasi di Pengadilan ? 
2. Apa pentingnya mediasi ? 
3. Apa dasar mediasi ? 
4. Siapa saja yang bisa menjadi mediator ? 
5. Berapa lama waktu mediasi ? 
6. Apa manfaat dari mediasi ? 
7. Bagaimana kriteria keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian ? 
8. Apakah hakim mediator dibayar ? 
9. Bolehkah para pihak mundur dari proses mediasi ? 
10. hakim menjadi akta perdamaian ? 
11. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan ? 
12. Seberapa serius mediasi dilakukan atau diterapkan ? 
13. Bolehkah proses mediasi dilaksanakan diluar pengadilan ? 
14. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi ? 
15. Apakah yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan mediasi ? 
16. Setelah diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016, apakah tingkat 
keberhasilan mediasi lebih tinggi ? 
17. Apa yang menjadi sebab digantinya PERMA No. 1 Tahun 2008 ? 
18. Apa yang membedakan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No. 1 
Tahun 2016 ? 
19. Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1), bahwa hakim 
mediator harus bersertifikasi. Ada berapakah hakim mediator yang 
bersertifikasi di Pengadilan Agama Boyolali ? 
20. Apa saja upaya yang dilakukan mediator guna menyelesaikan masalah 
perceraian? 
21. Apabila mediasi berhasil dilaksanakan, bagaimana langkah selanjutnya ? 
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